Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian dan Diklat serta menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Rincian tugas dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

Kepala Badan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ;
e. Melaksanakan pembinaan ASN di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
f. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
g. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
i. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum rumah tangga, perencanaan, pelaporan kinerja dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
Sekretariat  mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan badan;
b. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas; dan
d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah tangga, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah lain dan hubungan masyarakat; dan
e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, akuntansi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas  dan surat menyurat;
f. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
g. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat berdasarkan rencana kerja badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 
c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;
f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
g. melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan badan;
h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
k. melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;

l. melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas  dan surat menyurat;
m. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) badan;
n. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
o. mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) badan;
p. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional badan;
q. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja badan/Individu;
r. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) badan dan individu;
s. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan badan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
t. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
u. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun;

v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Badan; 
b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja Badan;

b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;

c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;

d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan Badan;

e. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;

f. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Badan;

g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan; 
b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan;
c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. menyusun perencanaan strategis (Renstra) Badan;
e. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional Badan;
f. menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja;
g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan;
h. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;
i. mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) pegawai di lingkungan Badan;
j. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja Badan;
l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Badan; 
m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI

Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan mutasi pegawai.

Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana bidang pengadaan dan mutasi ASN sesuai dengan rencana kerja badan;
b. Penyusunan formasi ASN dan perencanaan pengadaan ASN sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Penyiapan pelaksanaan ujian penerimaan ASN;
d. Penyiapan surat keputusan pengangkatan ASN;

e. Penyiapan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji ASN;
f. Pengelola administrasi tenaga honorer (K2);
g. Penyiapan pelaksanaan pengangkatan,  pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, pemindahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan mutasi antar daerah;
h. Penerbitan surat kenaikan gaji berkala;
i. Pelaksanaan penyelesaian kenaikan pangkat ASN, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian  ijazah;
j. Pelaksanaan administrasi pensiun PNS, bantuan uang muka perumahan dan pengembalian tabungan perumahan;
k. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
l. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
m. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana bidang pengadaan dan mutasi ASN sesuai dengan rencana kerja badan;
b. Menyusun formasi ASN dan perencanaan pengadaan ASN sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Menyiapkan pelaksanaan ujian penerimaan ASN;
d. Menyiapkan surat keputusan pengangkatan ASN; 

e. Menyiapkan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji ASN;
f. Mengelola administrasi tenaga honorer (K2);
g. Menyiapkan pelaksanaan pengangkatan,  pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional, pemindahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan mutasi antar daerah;
h. Menerbitkan surat kenaikan gaji berkala;
i. Melaksanakan penyelesaian kenaikan pangkat ASN, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian  ijazah;
j. Melaksanakan administrasi pensiun PNS, bantuan uang muka perumahan dan pengembalian tabungan perumahan;
k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana bidang pengadaan ASN sesuai dengan rencana kerja badan;
b. Menyusun formasi ASN;
c. Melaksanakan pengadaan ASN;
d. Melaksanakan administrasi tenaga honorer (K2);
e. Menyusun konsep keputusan pengangkatan calon ASN, ASN, pengurusan kartu ASN dan kartu peserta tabungan asuransi pensiun (taspen);
f. Menyiapkan pelaksanaan sumpah/janji ASN;
g. Melaksanakan administrasi penyesuaian /peninjauan masa kerja PNS;
h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
j. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana sub bidang mutasi ASN sesuai dengan rencana kerja badan;
b. Menyiapkan proses administrasi pemindahan pengangkatan/ pemberhentian dalam jabatan dan mutasi antar daerah;
c. Menyiapkan penerbitan surat kenaikan gaji berkala;
d. Menyiapkan administrasi kenaikan pangkat, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
e. Melaksanakan proses administrasi pensiun PNS, tabungan asuransi pensiun (taspen) dan bantuan tabungan/pengembalian tabungan perumahan;
f. Melaksanakan administrasi izin ASN untuk mencalonkan sebagai kepala desa atau pejabat Negara;
g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
i. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan bidang pendidikan dan pelatihan.

Bidang  Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana kerja badan;
b. Perencanaan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan perjenjangan dan teknis fungsional;
c. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan program pelatihan perjenjangan dan teknis fungsional;
d. Penganalisaan kegiatan diklat perjenjangan dan teknis fungsional;
e. Pengevaluasian terhadap pelaksanaan serta hasil pendidikan dan pelatihan;
f. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
g. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana kerja badan;
b. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan perjenjangan dan teknis fungsional;
c. Mengumpulkan dan pengolahan data untuk penyusunan program pelatihan perjenjangan dan teknis fungsional;
d. Menganalisa kegiatan diklat perjenjangan dan teknis fungsional;
e. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil pendidikan dan pelatihan;
f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Kepala Sub Bidang Diklat Perjenjangan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana sub bidang diklat perjenjangan sesuai dengan rencana kerja badan;
b. Menyusun program kegiatan diklat perjenjangan karier bagi ASN;
c. Mengumpulkan bahan penyusunan program diklat perjenjangan karier bagi ASN;
d. Menganalisa program kegiatan diklat perjenjangan karier bagi ASN;
e. Memfasilitasi pengiriman ASN untuk mengikuti diklat prajabatan;
f. Melaksanakan kegiatan diklat perjenjangan karier bagi ASN;
g. Mengevaluasi dan melaporkan terhadap pelaksanaan dan hasil diklat perjenjangan karier bagi ASN;
h. Melaksanakan kegiatan Diklat Peningkatan Kapasitas Karakter Bagi ASN;
i. Mengelola dan memelihara aset-aset diklat PNS di Licin;
j. Mengkoordinasikan dan menyiapkan penerimaan tamu-tamu berchmarking/OL dan kunjungan kerja;
k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana sub bidang diklat teknis fungsional sesuai dengan rencana kerja badan;
b. Menyusun program kegiatan diklat teknis fungsional;
c. Mengumpulkan bahan penyusunan program diklat teknis fungsional;
d. Menganalisa program kegiatan diklat teknis fungsional;
e. Melaksanakan kegiatan diklat teknis fungsional;
f. Mengevaluasi dan melaporkan terhadap pelaksanaan dan hasil diklat teknis fungsional;
g. Melaksanakan proses administrasi izin belajar/tugas belajar ASN;
h. Mengkoordinasikan dan menyiapkan kegiatan IPDN;
i. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGOLAHAN DATA
Bidang Pengendalian dan Pengolahan data mempunyai tugas melaksanakan bidang Pengendalian dan Pengolahan data.

Bidang  Pengendalian dan Pengolahan data mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;

c. Pengkoordinasian penjatuhan hukuman disiplin;

d. Pengkoordinasian pemberian izin perkawinan dan perceraian;

e. Pemverifikasian data base informasi kepegawaian;

f. Pengkoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi perturan kepegawaian;

h. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

i. Pengkoordinasian Penilaian Prestasi Kerja ASN dan Satya Lencana;
j. Penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;

k. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

l. Pengevaluasian dan pelaporan pelasakaan pengendalian dan pengolahan data.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengolahan data mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;

c. Mengkoordinasikan penjatuhan hukuman disiplin;

d. Mengkoordinasikan pemberian izin perkawinan dan perceraian;

e. Memverifikasi data base informasi kepegawaian;

f. Mengkoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi perturan kepegawaian;

h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

i. Mengkoordinasikan Penilaian Prestasi Kerja ASN dan Satya Lencana;
j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;

k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

l. Mengevaluasi dan pelaporan pelasakaan pengendalian dan pengolahan data.

Kepala Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana Sub Bidang Pengendalian;

b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian;

c. Memverifikasi tingkat kehadiran aparatur;

d. Mengkaji penjatuhan hukuman disiplin;

e. Mengkaji permohonan izin perkawinan dan perceraian aparatur;
f. Mengkaji permohonan cuti aparatur;

g. Memverifikasi permohonan Kartu Istri/Suami Aparatur;

h. Memverifikasi Penilaian Prestasi Kerja ASN dan Satya Lencana;
i. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;

k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

l. Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.

Kepala Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana Sub Bidang Pengolahan Data;

b. Merencanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian;

c. Mengelola sistem informasi kepegawaian;

d. Menyusun data kepegawaian;

e. Mengevaluasi sistem informasi kepegawaian; 

f. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

g. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;

h. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

1. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh kepala badan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas;

2. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kepala badan melalui kepala bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk kepala badan;

3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku; 

5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;

6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

